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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 94 I PP.o9.a-Kpt / 3218 / Kab / X I 2o2o

TENTANG

PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

DAN PERLENGKAPAN I.AINNYA DAI,AM PEMUNGUTAN SUARA

DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEI.IYELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat l2l
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2O2O

tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan

[,ainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran tentang Pendistribusian

Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya

dalam Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara pada

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O ;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2OL2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2

Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5363);

2.Undang-Undang...
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2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 65a\;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2OL9 Nomor 32Ol sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O2O

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2OLl;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2OL9

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2OL9 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

5 Tahun 2O2O tentang Perlbahan Ketiga atas Peraturan

Komisi
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Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2OL9 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona Viru,s Di,sease 2OL9 lCOWDlg)
(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2O2O Nomor 716)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Walcil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease

2Ol9 (COWD|9) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 1068);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2O2O

tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan

Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 9571;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258{PL.O2-

Kpt/Ol/KPU |VU2O2O tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2O2O;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 236 / PL.O 1 . S-Kpt/ KPU-Kab / X I 20 L9

tentang Pedoman Telioeis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU
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Pangandaran Tahun 2O2O sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.O1.2-

Kptl 3218/KablVU2O2O tentang Perr.bal:an Kedua atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 236 / PL.O 1 . S-Kpt/ KPU-Kab / X I 20 L9

tentang Pedoman Teloris Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36lPL.O2-Kpt/ 3218 /Kab /VU2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor l3l lBAl 3218 lKab lX/ 2O2O tentang

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan

Perlengkapan Lainnya dalam Pemungutan Suara dan Hasil

Penghitungan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihart

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PENDISTRIBUSTAN

PERLENGI(APAN PEMUNGUTAN SUARA DAN

PERLENGKAPAN I,AINI{YA DAI.AM PEMUNGUTAN SUARA

DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O.

Menetapkan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan

Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemungutan Suara

dan Hasil Penghitungan Suara pada Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2O2O sebagaimana tercantum dalam La.mpiran yang

mempakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KEDUA

Ditetapkan
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Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 14 Oktober 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN
Sub Bagian Hukum,

/

E
uj
o-

,l
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I.AMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 94 I PP.og.a-Kpt / 32 LB / Kab / x I 2o2o

TENTANG

PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN

PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN

I-AINI{YA DALAM PEMUNGUTAN SUARA DAN

HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA

PEI\TYELENGGAITAIUV PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

PENDISTRIBU SIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

DAN PERLENGKAPAN I"AINI\IYA DAI.AM PEMUNGUTAN SUARA

DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEI.IYELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran menyediakan

perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran.

2. Perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 terdiri atas:

a. perlengt<apan pemungutan suara; dan

b. perlengkapan lainnya.

3. Jenis perlengfupaur pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Angka

2 huruf a terdiri atas:

a. kotak suara;

b. surat suara;

c. tinta;

d. bilik pemungutan suara;

e. segel;

f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan

g. Tempat Pemungutan Suara.

4. Jenis perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada Angka 2 huruf b

terdiri atas:

a. sampul kertas;

b. tanda pengenal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, petugas

ketertiban dan saksi;

c. karet pengikat surat suara;
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d. lem/perekat;

e. kantong plastik;

f. ballpoint;

g. gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya;

h. spidol;

i. formulir;
j. stiker nomor kotak suara;

k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan

l. alat bantu tunanetra;

5. Pengadaan perlengkapErn pemungutan suara dan perlengkapan lainnya

sebagaimana dimaksud pada Angka 3 huruf a sampai dengan huruf f dan

Angka 5 dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran.

6. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara benrpa Tempat Pemungutan

Suara sebagaimana dimaksud pada Angka 3 huruf g dilaksanakan oleh

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bekerja sama dengan

masyarakat.

7. Pengadaan barang/jasa untuk perlengkapan pemungutan suara dan

perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratrrran penrndang-

undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.

8. Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya

dilakukan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran.

9. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara dan perleng!<apan

lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran ke tempat

penyimpanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

10. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan

lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran kepada

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara.

1 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran wajib memperhatikan

falrtor keamanan dan ketepatan wakhr pendistribusian dan pengembalian
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perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam

pemungutan suara dan hasil penghitungan suara.

L2. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada Angka 9 dilaksanakan oleh

pemsahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah

ditunjuk sebagai pelaksana peke{aan oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran.

13. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada Angka 10 dapat dilaksanakan

oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan

telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

t4. Pengadaan barang/jasa unhrk pendistribusian perlengkapan pemungutan

suara dan perlengkapan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan

barang/j asa Pemerintah.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 14 Oktober 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN

ttd.

M Sub ""*r Hukum,t

Et
tLl lo
o.

SEKR

*
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